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TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLESAN,

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Desa Plesan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021,
maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Plesan Tahun Anggaran 2021

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peratuara Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagimana telah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TeNTANG Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 nomor 310);

Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun ( Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2017
Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana
Desa,sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomoe 121/ PMK.07/2018
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/ PMK.07/ 2017 Tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1261);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1261);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07/2020
Tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 230);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi
dana Desa di Kabupaten Sukoharjo ( Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor
440),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi
Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo ( Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa
( Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor
30);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29  Tahun 2017
tentang Susunan  Organisasi dan Tata  Kerja
Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2017 Nomor 30);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2018 Nomor 45);
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Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa  di Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2019 Nomor 9);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan
Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019
tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2020
tentang standar Harga Satuan Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2021 ( Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 69);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2020 Nomor 74);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2020 Nomor 79);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2020 Nomor 85);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 88);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020
tentang Lembaga Kemasyarakatan ( Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);

Peraturan Desa Plesan Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Plesan ( Lembaran Desa Plesan Tahun 2017 Nomor 4 );

Peraturan Desa Plesan Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Plesan
Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Desa Plesan Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa Plesan Nomor 7 Tahun
2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran
Desa Plesan Tahun 2017 Nomor 6);
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Peraturan Desa Plesan Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan
Kewenangan Lokal berskala Desa ( Lembaran Desa Plesan
Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Desa Plesan Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2018-Tahun 2024 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2019
Nomor 2);

Peraturan Desa Plesan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Plesan
Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Desa Plesan Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa
Plesan Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Desa Plesan Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Plesan Tahun 2021 (
Lembaran Desa Plesan Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Desa Plesan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanaja Desa Tahun
Anggaran 2020 ( Lembaran Desa Plesan Tahun 2021
Nomor 1);

Peraturan Desa Plesan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan
Pelaksanaan posko penanganan covid 19 (Lembaran Desa
Plesan Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Desa Plesan Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Desa Plesan Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLESAN

Menetapkan

DAN
KEPALA DESA PLESAN
MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA DESA PLESAN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PLESAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp. 2.250.923.000,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 916.886.500,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 653.522.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 139.551.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 40.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat Rp. 411.262.800,00

dan Mendesak Desa

Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

Rp. 2.161.223.000,00
Rp. 89.700.000,00




3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 2.603.506,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 90.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. (87.396.494,00)
4. Sisa lebih /(kurang) Pembiayaan Anggaran Rp. 2.303.506,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa
ini.
Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini ditaungkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala
Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Plesan oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Plesan
pada tanggal 9 Maret 2021
KEPALA DESA PLESAN

ttd
WIYONO

Diundangkan di Plesan
pada tanggal 9 Maret 2021
SEKRETARIS DESA PLESAN

ttd

SUMARDI
BERITA DESA PLESAN TAHUN 2021 NOMOR 4



